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A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal sangat sakral yang dilakukan oleh dua
insan yang berbeda jenis kelamin untuk membina rumah tangga dengan
diawali sebuah akad yang suci dengan tujuan suci dan menjadikan
pernikahan merupakan suatu ibadah yang memerlukan niat yang tulus ikhlas.
Akad disebut dengan ijab dan kabul dengan mempunyai makna yang dalam,
ijjab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul
berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, kabul sebagai
lambang bagi kerelaan terhadap amanah Allah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal 3 telah disebutkan bahwa:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah » 2

Dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1
disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang prtia dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”.

! Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:
Kencana, 2010), cet. I11, h. 3.

> Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga
Sakinah, 2018), h. 5.

® Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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Keluarga harmonis tentu menjadi keinginan setiap orang untuk
mencapainya. Bukan hanya mencapai tingkat keharmonisan tertentu, akan
tetapi seseorang mendapat kenikmatan hidup secara wajar dan
menyenangkan karena tercukupi kebutuhan dari segi material dan immaterial.

Islam menganjurkan pernikahan, karena merupakan jalan yang paling
sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks), karena
itu diantara hak kemanusiaan yang harus direalisasikan adalah masalah
“seksual” suami istri untuk menerapkan hukum yang diperintahkan oleh
Allah SWT yaitu antara menggauli dengan baik atau menceraikannya dengan
baik pula. Istri mempunyai hak atas suaminya dalam masalah harta, yakni
pemberian mahar dan nafkah. Mempunyai hak dalam masalah fisik, yakni
digauli dan diberi kesenangan batin dimana apabila ikatan suami bersumpah
untuk tidak mendekatinya, maka pertalian perkawinan dapat saja terputus
diantara keduanya menurut Ijma. Begitupun jika suami impoten yang tidak
memungkinkan dapat menggaulinya, Istri berhak meminta talak, mengingat
menggauli istri adalah wajib hukumnya sebagaimana pendapat sebagian
besar ulama.’

Perilaku destuktif dalam rumah tangga atau sering disebut dengan
kekerasan dalam rumah tangga seringkali ditemukan didalam sebuah

perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya

* Hikmatullah, Figh Munakahat Pernikahan dalam Islam, (Serang: Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 27.



perceraian. Tindak kekerasan rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, lingkungan, psikologi dan
sebagainya.”

Kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-
verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap
sesorang atau sekelmpok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif
baik secara fisik, emosional maupun psikologis kepada orang yang menjalani
sasarannya.’

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud adalah tindakan terhadap
seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Oleh
karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan
bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga

lebih dikenal oleh masyarakat umum disebut dengan marital rape atau

®> Muhammad Khambali, Hukum Perkawinan (Kajian Perceraian Dengan Alasan
Perceraian), (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 2.

¢ Muhammad Yunus, Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil
N0.912/Pid/B/011/PN.Bgl), (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Jakarta: 2018), h. 6.



diartikan secara harfiah adalah pemerkosaan dalam rumah tangga. Marital
Rape itu sendiri merupakan suatu istilah yang berkembang di masyarakat
dimana dianggap telah terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang
terjadi dalam perkawinan dimana pada posisi seorang suami yang memaksa
dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat
istri tidak menghendakinya atau disaat istri tidak mengehendaki melakukan
hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri.”

Indikator utama yang membedakan antara marital rape dengan
Kekerasan dalam Rumah Tangga jenis lain adalah terletak pada unsur
‘pemaksaan’ dan ‘hubungan seksual’ sebagai dua indikator kunci. Secara
umum melalui, pemaksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk
berperilaku secara spontan tindakan atau tidak bertindak dengan
menggunakan ancaman, intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau
kekuatan. Secara praktis, pemaksaan bisa berwujud kata-kata kasar,
menghardik, menyeret, intimidasi mental, menyakiti fisik, dan lain
sebagainya. Dalam kasus marital rape, pemaksaan tersebut dilakukan dalam
rangka realisasi kontak. Artinya, jika yang terjadi hanya pemaksaan dan

kekerasan, misalnya kata-kata kasar atau bahkan pemukulan, namun bukan

" Simson Ruben, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang
Hukum Pidana”, Lex Crimen, Vol. IV, No. 5, (Juli 2015). h. 95.



dalam rangka realisasi hubungan seksual, maka perbuatan tersebut hanya
masuk kategori delik kekerasan fisik atau psikis.®?

Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau
disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personak sebanyak
79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI))
Menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam
pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi ketiga adalah kekerasan
terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah
kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja
rumah tangga.’

Data kekerasan terhadap perempuan dari Badan Peradilan Agama,
sejak 2017 Badilag mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih
spesifik termasuk didalamnya kategori yang memuat kekerasan terhadap
perempuan. Masih sama seperti tahun sebelumnya, data Pengadilan Agama
menunjukkan penyebab perceraian tersebar adalah perselisihan berkelanjutan
terus menerus sebanyak 176.683 kasus. Kedua terbesar adalah ekonomi
sebanyak 71.194 kasus, dan disusul meninggalkan salah satu pihak 34.671

kasus, dan kemudian dengan alasan KDRT 3.271 kasus.

® Zikri Darussamin dan Armansyah, Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian
Kajian Magqasid Syari’ah”, Jurnal Al-Ahwal, Vol XII, No. 1 (2019), Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 89.

% CATAHU (Catatan Akkhir Tahunan) Komnas Perempuan, Perempuan dalam
Hampitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan
Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), h. 13.



Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU), angka
marital rape pada tahun 2020 turun dibanding tahunn sebelumnya. Marital
rape pada tahun 2020 turun menjadi 57 kasus dibanding data kasus tahun
2019 yang mencapai 100 kasus yang dilaporkan. Lalu pada tahun 2018 yang
mencapai 192 kasus yang dilaporkan. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat
172 kasus yang dilaporkan, dan 2016 terdapat 135 kasus.™

Turunnya tingkat marital rape seharusnya tidak membuat masyarakat
menjadi lengah, karena pada kenyataannya kekerasan terhadap istri masih
menjadi kekerasan di ranah personal dengan tingkat paling tinggi setiap
tahunnya. Selain itu, masih banyak kekerasan terhadap perempuan yang perlu
dihadapi untuk menciptakan ruang aman bagi semua perempuan disetiap
ruang dan waktu.

Ketiadaan aturan yang ada ini mengakibatkan sebagian masyarakat
muslim memandang perilaku kekerasan seksual yang umumnya dilakukan
suami terhadap istri dianggap wajar dengan dilegitimasi melalui pemahaman
dalil agama. Sejumlah pernyataan yang kerap dilontarkan sebagai pembenar,
antara lain adalah bahwa hubungan seksual merupakan hak suami yang

menjadi kewajiban istri dan istri wajib patuh kepada suaminya, karena

10 CATAHU (Catatan Akkhir Tahunan) Komnas Perempuan 2016-2020 pada 5
Maret 2021, h. 16.



hubungan seksual yang dipaksakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang
dibenarkan dalam agama."*

Sedangkan sudah ada beberapa perkara perceraian yang didalamnya
memuat kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, salah satunya
perkara putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 1880/Pdt.G/2019/PA.BKks.
Kasus dari perkara tersebut terjadi di kota Bekasi, Jawa Barat. Lalu
bagaimana Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 1880/Pdt.G/2019/PA.Bks
yang menerapkan perceraian dari putusan kekerasan seksual terkait pada
permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
membahas permasalahan tersebut dengan latar belakang diatas penulis
mencoba mengadakan penelitian dengan menyajikannya dalam bentuk
skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI”

(Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 1880/Pdt.G/2019/PA.Bks).

. Perumusan Masalah
Dari Pokok Permasalahan diatas, penulis dapat mengambil suatu

rumusan masalah sebagai berikut:

1 Zikri Darussamin dan Armansyah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian
Kajian Magqasid Syari’ah”, Jurnal Al-Ahwal, Vol XII, No. 1 (2019), Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 85.



1. Tinjuan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim
dalam Upaya Memutuskan Perkara Perceraian dalam Kekerasan Seksual
Hubungan Suami Istri?

2. Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara perceraian dalam
kekerasan  seksual  hubungan  suami istri  dalam  putusan
No0.1880/Pdt.G/2019/PA.Bks?

3. Bagaimana dampak hukum dalam putusan No0.1880/Pdt.G/2019/PA.Bks?

C. Fokus Penelitian
Penulis memfokuskan penelitian tersebut pada putusan No.
1880/Pdt.G.2019/PA.Bks di Pengadilan Agama Bekasi dan melakukan

wawancara dengan hakim yang berhubungan dengan perkara tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai pada pokok masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tinjuan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap
Pertimbangan Putusan Hakim dalam Upaya Memutuskan Perkara
Perceraian dalam Kekerasan Seksual Hubungan Suami Istri.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutuskan perkara perceraian
dalam kekerasan seksual hubungan suami istri dalam putusan

No0.1880/Pdt.G/2019/PA.BKks.



3. Untuk mengetahui dampak hukum dalam putusan

No0.1880/Pdt.G/2019/PA.Bks.

E. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam
pengembangan pengetahuan dibidang Munakahat/Hukum Keluarga
khususnya tentang kekerasan seksual dalam hubungan suami istri
b. Untuk Mengetahui bagaimana ketetapan Hukum Islam dan
Perundang-undangan tentang kekerasan seksual dalam hubungan
suami istri.
2. Secara Praktis
a. Sebagai masukan bagi masyarakat, membaca, serta orang-orang
yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan
dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam tinjauan
hukum islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT dalam
hubungan seksual suami istri putusan No. 1880/Pdt.G/2019/PA.Bks.
b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H., pada Fakultas

Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
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Penelitian Terdahulu yang Relavan

Berdasarkan dengan tema yang diambil oleh penulis, maka penulis

menemukan beberapa literatur skripsi yang relavan dengan judul penelitian

yang akan penulis laksanakan, penelitian terdahulu yang relavan adalah

sebagai berikut:

No

Nama Penulis/ Judul/
Perguruan Tinggi/
Tahun

Substansi
Penelitian
Terdahulu

Perbedaan
Dengan

Penulis

Muhammad Yunus/ Marital
Rape (Perkosaan Dalam
Perkawinan) Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Islam

dan  Hukum  Indonesia
(Studi Putusan Pengadilan
Negeri
No0.912/Pid/B/011/PN.Bgl)/

Universitas

Bangil

Islam Negeri
Syarif
Jakarta/ 2018.

Hidayatullah

Perimbangan
Hakim

putusan
dalam
Pengadilan Negeri
Bangil No.
912/Pid/B/2011/PN.Bdl,
tentang hukuman bagi
pelaku tindak pidana
kekerasan seksual
dalam rumah
adalah

pasal

tangga
menggunakan
46

primair

sebagai
tuntutan dan
pasal 44 ayat (1) dan
ayat (4) UU No. 23
2004

Penghapusan Kekerasan

tahun tentang
dalam Rumah Tangga

sebagai tuntutan

Yunus lebih mengarah
Majelis Hakim
memutuskan putusannya
telah

yaitu  terdakwa

terbukti secara  sah
kesalahan

tindak

dengan
melakakukan
pidana kekerasan seksual
dalam rumah tangga,
sedangkan penulis lebih
mengarah Majelis Hakim
memutuskan putusannya
yaitu telah
dikabulkannya
penguguat untuk bercerai
terhadap tergugat dengan

alasan kekerasan seksual
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subsidair.*?

dalam rumah tangga.

Minda Putri Sonia/ Marital

Rape  Sebagai  Alasan
Perceraian/ Universitas
Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta/ tahun
2021

legal reasoning Majelis

Hakim dalam
memeriksa dan
memutus perkara No.

2644/Pdt.G/2012/PA.JS
adalah Pasal
(d)
Peraturan

No. 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (d) dan
(f) Kompilasi

19 ayat
dan ()

Pemerintah

huruf

Hukum
itu,

juga

Selain
Hakim

menghubungkan

Islam.

Majelis

tergugat
Pasal 5 huruf (a) dan (b)
UU No. 23 Tahun 2004

tentang

melanggar

Penghapusan
Kekerasan Dalam

Rumah Tangga,.*®

Minda
meneliti 2

Putri  Sonia
putusan
Majelis hakim dengan
pasal 116 huruf (f) yang
sehausnya lebih sesuai
jika mengunakan pasal
116 huruf (d), sedangkan

penulis lebih mengarah

Majelis Hakim
memutuskan putusannya
yaitu telah

dikabulkannya
penguguat untuk bercerai
terhadap tergugat dengan
alasan kekerasan seksual
dalam rumah tangga.

Muhammad Rosyid Ridho/

Tindakan Pemerkosaan

CATAHU

Perempuan

Dalam

Komnas

Membahas
hukum Islam dan UU P-

tinjauan

12 Muhammad Yunus, Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil
N0.912/Pid/B/011/PN.Bgl), (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2018), h. 70.

3 Minda Putri Sonia, Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian, (Skripsi Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2021), h. 65.
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Suami Istri

(Marital

Terhadap
Rape) Dalam
Tinjauan Hukum Islam dan
UU No. 23 Tahun 2004
Tentang P-KDRT (Studi
Catatan Tahunan Komnas

Perempuan Tahun 2016-

2018)/ Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo/
2021.

bentuk  marital rape

seperti pemaksaan
hubungan seksual ketika
istri sedang haid, ketika
istri sedang  sakit,
pemaksaan melakukan
anal ataupun oral seks
dan melakukan
hubungan seksual
dengan cara-cara tidak

manusiawi.'*

KDRT terhadap status

hukum pemerkosaan
dalam perkawinan
dengan studi Catatan
Tahunan Komnas

Perempuan Tahun 2016-
2018, sedangkan penulis
lebih membahas tinjauan

hukum Islam dan hukum

Positif  marital rape
dalam  putusan  No.
1880/Pdt.G/2019/PA.Bks

di Pengadilan Agama
Bekasi

G. Kerangka Pemikiran

1. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Hukum positif merupakan asas dan kaidah hukum yang berlaku

saat ini, berbentuk dealam lisan maupun tulisan yang keberlakuan

hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh

lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.

Sebagai contoh untuk di Indonesia misalnya persoalan perdata diatur

4 Muhammad Rosyid Ridho, Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri
(Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT
(Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018), I(Skripsi Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur: 2021), h. 103.
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antara lain dalam KUH Perdata, sedang persoalan pidana diatur melalui
KUH Pidana dan sebagainya.

Konsep negara hukum Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945
bukanlah asli dari bangsa Indonesia. Konsep ini merupakan produk yang
diimpor atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar (imposed from
outside) yang diadopsi dan ditransplantasi lewat politik konkordansi
kolonial Belanda.™ Meskipun konsep negara hukum tersebut hasil adopsi
dari negara lain. Akan tetapi konsep negara hukum Indonesia berbeda
dengan konsep negara hukum Belanda sebagai negara asal adopsi atau
bahkan konsep-konsep hukum negara barat lainnya.

2. Teori Syahadah Imam Syafi’i

Teori Syahadah atau disebut juga teori kredo yaitu teori yang
mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah
mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari
pengucapan kredonya.’® Teori ini sesungguhnya nya merupakan
kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. prinsip tauhid

yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman

1> satjipto  Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya,

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 7.
18 juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas
Syariah IAILM, 2009), h. 133.



14

kepada kemahaesaan Allah maka ia harus tunduk dan taat kepada Allah
SWT sekaligus taat kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya.*’
3. Pernikahan

Menurut Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan
suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-
laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua
belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak
untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi
rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh
Allah. Sedangkan menurut Sayid Sabig, perkawinan merupakan “satu
sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia,
hewan maupun tumbuhazn .8

Uraian diatas dapat diluruskan bahwa Pengertian Pernikahan atau
Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk
membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu
keluarga. Dalam Islam tidak disebutkan batasan pasti usia perkawinan,

hanya saja perkawinan dapat dilangsungkan apabila mencapai usia

baligh. Berbeda dengan di Indonesia yang menurut peraturan perundang-

" Muhammad Mas’ud, dkk., “Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum
Islam di Indonesia”, dalam Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya, Vol. 14
No. 1 (Januari-Juni 2020) Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, h. 56. Diunduh Pada 4
Juni 2021.

18 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, Jakarta: Prenada Media Group, 2003,
h. 10.
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undangan yang berlaku ditentukan batas minimal usia boleh
melangsungkan pernikahan yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi
wanita yakni sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya
diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam bela ) tahun ”.

4. Teori Marital Rape (kekerasan seksual suami istri)

Marital Rape adalah perkosaan yang terjadi antara suami istri dalam
hubungan perkawinan. Adapun maksud dari pemerkosaan itu sendiri
adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh suami
terhadap istri atau sebaliknya. Sedangkan pengertiannya secara umum
yang dipahami oleh berbagai kalangan tentang marital rape adalah istri
yang mendapat tindak kekerasan seksual oleh suami dalam perkawinan
atau rumah tangga. Dalam hal ini pemaksaan tersebut tanpa persetujuan
dan pertimbangan akan kondisi yang dialami istri.*

Dijelaskan pengertian diatas bahwa marital rape adalah
perbuatan pemerkosaan terhadap seorang istri karena ada unsur-unsur
pemaksaan, ancaman, kekerasan, yang berdampak buruk terhadap istri
baik dari segi fisik maupun psikis. Hal ini dianggap perbuatan pidana

disamping melanggar hak asasi manusia.

' Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, Jurnal
Al Ulum, 2, Desember, (2010), h, 341.
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5. Teori Analisis Putusan

Analisis menurut KBBI adalah penguraian suatu pokok dari
berbagai bagian, penelaahan bagian itu sendiri dan juga hubungan antar
bagian demi memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara
keseluruhan.”

Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri
dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan dan memilah
sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan
kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Menurut Gorys Keraf, analisis adalah sebuah proses untuk
memecahkan sesuatu kedalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu
sama lainnya.?

Menurut beberapa ahli hukum berpendapat mengenai putusan
hakim/putusan pengadilan, beberapa diantaranya menurut Sudikno
Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim,
sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di
persidangan dan bertujan untuk mengakhri atau menyelesaikan suatu

perkara atau sengketa antara pihak.?

2  KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Pengertian  Analisis,
https://kbbi.kemendikbud.go.id.

21 syafnidawaty, Analisis, (Universitas Raharja: 14 November 2020) raharja.ac.id.
22 sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty.
2007), h. 210.
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Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa putusan hakim adalah
kesimpulan atau hasil akhir dalam bentuk tertulis yang diambil oleh
hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk
menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara gugatan karena adanya
sengketa (kontentius) antara pihak-pihak yang berperkara dan harus

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.?

H. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”* Metode ini berfungsi
sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian
supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian skripsi ini
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif yang bersifat lapangan (field research) dengan menggunakan
pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan untuk menemukan
apakah suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku atau tidak. Karena dengan pendekatan ini bisa mengetahui

23 Muhammad Burhanudin, Analisis Putusan Pengadilan No:

179/PDT.G/2011/PTA.BDG. Ditinjau Dari Aspek Hukum Formil, Adliya, Vol. 9 No. 1,
Edisi: Januari-Juni 2015, h. 26.

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Metods), (Bandung:
ALFABETA CV, 2013), h. 3.
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semua hal tentang pelaksanaan penetapan perceraian karena kekerasan
seksual di Pengadilan Agama. Sehingga data yang diperoleh bisa
bervariasi dan lengkap.

Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian
yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam
terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk
penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan
teknis analisi mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah
secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif karena bahwa
sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah
lain.”

2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua
bagian, antara lain:
a. Data Primer
yaitu data yang diproleh langsung dari sumbernya terkait
dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari
lapangan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama
Bekasi, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen -dokumen

resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

% sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta
CV, 2014) h. 226.
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b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan
untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari
literatur yang berkaitan dengan marital rape seperti dari buku,
jurnal, karya ilmiah, karya tulis lainnya yang berkaitan dengan
skripsi ini dan putusan perkara No. 1880/Pdt.G/2019/PA.BKks.
. Wilayah Penelitian
Dalam Peenelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di
Pengadilan Agama Bekasi, karena berdasarkan sumber data yang
diperlukan sangat memungkinkan untuk diteliti.
. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah merupakan penelitian dengan melakukan
pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu, tujuan peneliti
ini untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok maupun
individu pada keadaan tertentu.”® Observasi langsung kelapangan
yaitu kepada hakim di Pengadilan Agama Bekasi, mengumpulkan
informasi yang dibutuhkan penulis.

b. Wawancara
Wawancara adalah proses untuk memperoleh data-data dari

hasil komunikasi yang berlangsung antara pewawancara dengan

26 Andra Tersiana, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Start Up, 2018), h.12.
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orang yang diwawancarai mengenai pokok-pokok permasalahan
marital rape. Responden dalam penelitian ini adalah dengan hakim
yang terlibat langsung dalam proses memutuskan perkara nomor
No. 1880/Pdt.G/2019/PA.BKks.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan
pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakaian
dan penyediaan dokumen terhadap suatu perihal tertentu.?’ Dalam
hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa
teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan marital rape.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data berfungsi untuk menginterprestasikan data-data
yang ada kemudian data-data tersebut dianalisis. Karena dengan
menganalisis data-data yang ada, maka dengan itu Penulis dapat
memperoleh jawaban dari permasalahan Penulisan ini. Data yang
didapatkan dari proses penelitian baik itu berupa data primer maupun
data sekunder dianalisisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk
mencapai kejelasan dan gambaran dalam permasalahan yang akan

diteliti. Pada penelitian ini  penulis lebih  menekankan pada

2T Pengertian Dokumentasi, “Pengertian Dokumentasi”, https://

pengertiandefinisi. com/ pengertian-dokumentasi/ di akses pada 25 November 2020
Pukul 21:00 WIB.



21

pertimbangan hakim terhadap marital rape pada putusan perkara No.

1880/Pdt.G/2019/PA.BKks.

6. Pedoman Penulisan

a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Banten 2021

b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an yang berpedoman kepada Al-Qur’an

dan terjemahannya, Departemen Republik Indonesia.

c. Penulis Hadis di lakukan dengan mengutif dari kitab-kitab

hadis,

akan tetapi jika kitab tidak di temukan maka penulis

mengutif dari buku -buku dan internet yang memuat tentang hadis

tersebut.

Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini sistematika pembahasan yang di

gunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab di bagi menjadi

beberapa sub. Adapun sistematika pembahasan tersebut meliputi:

BAB I :

BAB Il :

Pendahuluan, Dalam bab ini penulis mendeskripsikan
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian
terdahulu  yang relevan, kerangka pemikiran, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

Kondisi Objektif Pengadilan Agama Bekasi, bab ini berisi

tentang Sejarah Pengailan Agama Bekasi, Letak Geografis
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BAB Il :

BAB IV :

BAB V:

Pengadilan Agama Bekasi, Visi dan Misi Pengadilan Agama
Bekasi, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bekasi, dan
Ruang Lingkup Wewenang Pengadilan Agama Bekasi.

Konsep Marital Rape, bab ini berisi tentang Konsep Marital
Rape dalam Hukum Islam, Marital Rape dalam UU No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga, Marital Rape dalam Perbandingan Hukum Islam dan
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga, dan Fakta/Fenomena Marital Rape.

Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian yang
membahas Tinjuan ukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim dalam Upaya
Memutuskan Perkara Perceraian dalam Kekerasan Seksual
Hubungan Suami Istri pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara perceraian kekerasan seksual hubungan suami istri
diputusan N0.1880/Pdt.G/2019/PA.Bks, dan dampak hukum
dari putusan No.1880/Pdt.G/2019/PA.Bks.

Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang

diangkat oleh penulis.



